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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan Kejaksaan dan Kepolisian
yang sama-sama memiliki unsur dan syarat-syarat restorative justice. Restorative
justice sendiri merupakan Restorative justice merupakan pendekatan alternatif
dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara
korban, pelaku, dan masyarakat, melalui penyelesaian yang bersifat dialogis dan
damai.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa saja faktor yang
menjadi pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan
restorative justice? 2) Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara
kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan restorative justice?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan
jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Pada teknik analisis data menggunakan kondensasi dan analisis
data. Sedangkan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan perpanjangan
keabsahan data dan triangulasi digunakan untuk pengecekan kebasahan data.

Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) sebagai alternatif
penyelesaian perkara pidana telah menjadi fokus pembaruan sistem peradilan
pidana di Indonesia, khususnya untuk perkara ringan dan non-kekerasan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tulungagung dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan
melalui pendekatan restorative justice. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kedua instansi yakni Kepolisian dan Kejaksaan di Tulungagung memiliki
pertimbangan dan kriteria sendiri. Namun terdapat dalam menitik beratkan pada
keadaan pemulihan keadaan semula, kesepakatan antara pelaku dan korban, serta
faktor-faktor dari usia pelaku, kerugian korban, serta kepentingan masyarakat
menjadi faktor dalam proses pertimbangan kejaksaan dan kepolisian Tulungagung
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This research is motivated by the regulations of the Prosecutor's Office
and the Police, which both have elements and requirements for restorative
justice. Restorative justice itself is an alternative approach in the criminal
justice system that focuses on restoring relationships between victims,
perpetrators and the community, through dialogical and peaceful solutions.

The problem formulations in this study are: 1) What are the factors
considered by the police and prosecutors in determining the feasibility of
restorative justice? 2) How is the communication and coordination process
between the police and the prosecutor's office in determining the feasibility of
restorative justice?

The method used in this research is a qualitative method and type of field
research, the data collection techniques used in this research are in-depth
interviews, observation, and documentation. In the data analysis technique
using condensation and data analysis. While checking the validity of the data,
the author uses an extension of the validity of the data and triangulation is used
to check the validity of the data.

The application of restorative justice as an alternative to criminal case
settlement has become the focus of criminal justice system reform in Indonesia,
especially for minor and non-violent cases. This study aims to analyze how the
considerations made by the Tulungagung Police and the Tulungagung District
Attorney's Office in determining the feasibility of a case to be resolved through a
restorative justice approach. The results of this study indicate that both agencies,
namely the Police and the Prosecutor's Office in Tulungagung, have their own
considerations and criteria. However, there is an emphasis on restoring the
original situation, the agreement between the perpetrator and the victim, as well
as factors from the age of the perpetrator, the loss of the victim, and the interests
of the community become factors in the consideration process of the
Tulungagung prosecutor's office and police.
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